BAB 1
PENDAHULUAN

11 LATARBELAKANG MASALAH

Ddam menydenggarakan pemerintahan, suatu negara harus dapat
menjalankan roda perekonomiannya dengan baik. Ha ini berpengaruh terhadap
pembangunan negara untuk kemakmuran masy arakatnya Sdah satu agpek dalam
peny eenggaraan pembangunan diperlukan dana, berasal dari penerimaan pgak.
Pgak merupakan salah satu dat yang penting bagi pemerintah dalam mencepai
tujuan ekonomi, politik, dan sosid yang mengandung berbaga sasaran sebagai
berikut :*(1) Pengalihan sumber danadari sektor swastake sektor pemerintah; (2)
Pendistribusian beban pemerintah secara adil dalan kelas-kelas penghasilan
(vertical equity) dan secara merata bagi masyarakat yang berpenghasilan sama
(horizontal equity); (3) M endorong pertumbuhan ekonomi, stabilisasi harga dan
perluasan kesempatan kerja Sgak awal tahun 1980-an, pgak merupakan
primadona penerimaan negara. Penerimaan pgak menjelma menjadi andalan
penerimaan negara.”.

Penerimaan pgak. diantaranyadari pgak daam negeri dan pgak perdagangan
internasional. Pg ak perdagangan internasiona itu terdiri dari bea masuk (impor)
dan beakeuar (ekspor). Sumbangan penerimaan pgak perdagangan internasiond,
yang memberikan kontribusi yang besar adaah bea masuk. Hal ini sesua dengan
peraturan kgyabeanan, yatu kegatan impor akan dikenakan pgak impor dan bea
masuk, yang bertujuan sebagai pemasukan kas negara dan meindung industri
ddam negeri. Kegatan ekspor hampir sebagan besar tidak dikenakan pgak,
hanya atas bebergpa jenis ekspor sga. Ha ini bertujuan agar mendorong industri
ddam negeri mampu bersaing di pasar internasional. Berikut ini tabel yang
menunjukkan perkembangan penerimaan pgak internasionad yang terdiri dari bea

masuk dan beakduar dari tahun ke tahun.

! Mohammad Zain, Manajemen Perpajakan, Jakarta 2005 : Sdemba Empa, hd.6
2 John Hutagaol 2005, "LTO Tonggak Modernisasi Adminidrasi Kantor Pajak
Indonesia” , Jurnal Pgak, Volume 4, No.8,.
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Tabel 1.1

Penerimaan Perpajakan 2007-2008

(dalam miliar rupiah)

2007 2008
Uraian APBN % % % % %
Uu. thd | RAPBN-P | thd | APBN-P | thd | RAPBN | thd | apeN | Dd
18/2006 | PDB PDB PDB PDB B
(€Y) (2 (3) 4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11)
A. PajakDalam 13.
Negerik 494,591.6 | 13.1 472,756.9 | 12.4 | 474,551.0 | 12.6 | 568,272.8 | 13.2 569,971.7 2
i. Paja
penghasilan 261,698.3 [ 6.9 [ 249,954.2 [ 6.6 251,748.3 6.7 | 3052625 71| 3059614 | 71
1. PPh migas 41,2417 1.1 37,473.5 1.0 37,267.6 1.0 40,950.9 1.0 41,649.8 1.0
migai PPh non- 220,456.6 5.8 212,480.7 5.6 214,480.7 5.7 264,311.6 6.1 264,311.6 6.1
fi. Pajak 161,044.2 4.3 152,057 .2 4.0 152,057 .2 4.0 186,626.7 4.3 187,626.7 | 4.4
pertambahan nilai ? : ’ . ’ . : e ’ e ’
iii. Pajak bumi dan 6 6 3 6 3 6 6 6
bangunan 21,267.0 0. 22,025. 0. 22,025. 0. 24,159.7 0. 24,159.7 | oO.
iv. BPHTB 5,389.9 0.1 3,965.5 0.1 3,965.5 0.1 4,852.7 0.1 4,852.7 0.1
v. Cukai 42,034.7 11 42,034.7 11 42,034.7 1.1 44,426.5 1.0 44,426.5 1.0
vi. Pajak lainnya 3,157.5 0.1 2,719.5 0.1 2,719.5 0.1 2,044.6 0.1 2,044.6 0.1
B. Pajak
Perdagangan 14,870.4 | 0.4 17,134.9 0.5 17,459.9 0.5 15,402.8 0.4 22,006.7| 0.5
Internasional
i. Bea masuk 14,417.6 0.4 14,417.6 0.4 14,417.6 0.4 14,940.8 0.3 17,040.8 | 0.4
ii. Pajak ekspor / 452.8 0.0 2,717.3 0.1 3,042.3 0.1 462.0 0.0 4,065.9 0.1
bea keluar
JUMLAH 509,462.0 | 13.5 | 489,801.8 | 12.9 | 492,010.9| 13.1| 583,675.6 | 13.6 | 591,978.4 13,'7

Dari tahun 2007 hingga 2008 penerimaan bea masuk sdau meningkat.
Penerimaan bea masuk berkaitan erat dengan kegiatan impor, yang berasd dari
nilai transaksi. Nila transaksi tersebut berasa dari har ga penjud an antara pembeli
dan penjud ditambah dengan biayabiaya yang dikeluarkan pembeli hingga
barang tersebut sampai ke daam daerah tujuan. Nilai transaksi tersebut digunakan
sebagal dasar penetapan nilai pabean.

Daam prakteknya sering terjadi perbedaan antara importir dengan petuges
pabean tentang nilai pabean, yang diberitahukan importir melaui  Pemberitahuan
Impor Barang (PIB). Dalam peran kepabeananny a yang dibebankan ol eh negara
juga peran
sebaga pemungut pgak (revenue collection), walaupun terdapat perbedaan

yatu sdan peran sebaga fasilitas perdagangan (trade facilitator),

penetgpan nilai pabean, petugas pabean mempunya hak untuk menetapkan sendiri
nila pabeannya Hak tersebut tidak terlepas dari sifa pungutan pgak tersebut
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addah memaksa dan dalam pemerintahan, negara mempunya hak untuk
memutuskan sesuatu untuk kepentingan negaraitu sendiri.

Perbedaan nilai pabean tersebut yang berpengaruh terhadap pembay aran
bea masuk dan pgak impor. Akibatnya terjadi sengketa kepabeanan yaitu
keberatan importir atas keputusan yang menetgpkan adanya kekurangan
pembay aran bea masuk yang dil akukan oleh pgabat pabean . Bentuk keputusan
tersebut addah dengan diterbitkannya Surat Penetgpan yaitu Surat pemberitahuan
Kekurangan Pembayar an Bea Masuk (SPKPBM).

Atas penerbitan SPKBM tersebut importir dgpat menerima keputsan
tersebut, yang diteruskan dengan pembayaran kekurangan pgak impor dan bea
masuk atau sebdiknya yaitu menolaknya Permasalahannya bila pihak importir
menolak hasil temuan yang dituangkan daam bentuk suatu keputusan yaitu
penerbitan SPKPBM , maka hal tersebut telah meni mbulkan sengketapgak antara
wajib pgak dengan petuges pabean. Adapun penolakan yang dilakukan oleh pihak
importir disebabkan oleh bebergpadasan diantaranya:

o Terdapat perbedaan nilai pabean atau pemberitahuan nila pabean yang
sdah

o Terdapat perbedaan jenis barangy ang diberitahukan

e Terdapat perbedaan jumlah barang, tariff atas barangtersebut

e Danlain-lan

Seperti telah disebutkan, sengketa kepabeanan ini berasa dari keberatan
akibat ketidaksetujuan atau penolakan importir / pengguna jasa kepabeanan aas
keputusan yang diterbitkan oleh pgabat bea dan cukai di bidangkl asifikasi barang
dan nila pabean.3 Dadam aspek kepabeanan yatu keadilan maka terhadap
keberatan importir ini diterimasebaga azas peaksanaan good gover nance. Untuk
itu sebagai redisasinya pihak pabean akan mengadak an suatu pemeriksaan ulang
dan pengujian terhadap penetgpan nilai pabean yang disengketakan tersebut
melalui audit khusus.

Pemeriksaan dan pengujian nila pabean ini berdasarkan nilai transaksi,

meliputi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan impor dan diolah

3 Ali Purwito M, Reformasi Kepabeanan UU No.17 Tahun 2006 Pengganti UU No.10
Tahun 1995, Yogyakarta: Grahallmu 2007, hd. 175
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sehingga ditemukan nila pabean yan sebenarnya Apabila pemeriksaan dan
pengujuan tersebut masih kurang maka dilakukan audit khusus.

Audit khusus dibidang kepabean tersebut dilakukan sebaga dasar
bany akny a pertimbangan atau alasan penetapan nila pabean yang berbeda guna
mendapatkan nila transaksi yang sebenarnya. Pada akhirnya nilai pabean yang
diragukan ol eh pihak pabean tersebut menjadi jelas. Namun demikian tidak semua
keberatan importir mengenai nila pabean tersebut, dilakukan audit khusus.

Apadbila terdapat keberatan yang diajukan oleh importir terhadap
SPKPBM, maka pihak pabean untuk sebagan importir, akan diberikan
kesempatan untuk mengajukan keberatan langsung ke pengadilan pgak dan
sebagian lag, terlebih dahulu diadak anny a audit khusus. Daam pelaksanaan audit
khusus tersebut berbeda dengan audit umum, pabean hanya mengambil beberapa
indikator peny ebab perbedaan nilain pabean, diantaranya mengecek harga barang
dipasaran, jenis barang, profil penjua & importir dan lain sebagainy a

Hasil peaksanaan audit khusus tersebut juga berbeda dengan audit umum,
yatu importir tidak diberikan daftar temuan sementara dan laporan hasil audit.
Importir hanyadiberitahu gpakah keberatanny a diterima atau ditolak yang ber asal
dari hasil audit. Berikut ini disgikan tabe importir yang menggukan keberatan
ladu dilakukan audit khusus dan hasilnya pada bulan Oktober 2007-M aret 2008
yang hanyadilakukan di Direktorat Jendera Beadan Cukai Jakarta

TABEL 1.2
HASIL AUDIT KHUSUS OKTOBER 2007-M ARET 2008
DI DJBC
NO BULAN KEBERATAN [ AUDIT DITOLAK DITERIMA
KHUSUS
1 OKTOBER-DESEMBER 278 38 36 2
2 JANUARI 143 15 15 -
3 FEBRUARI 139 11 9 2
4 MARET 166 37 32 5
TOTAL 726 101 92 9

* Sumber: Audit khusus yang hanya dilakukan di bagian Keberatan DIBC tidek termasuk yang
dilakukan oleh Kantor Pdayanan Utama (KPU), Kantor Wilayah (Kanwil)
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Berdasarkan tabd diatas ddam kurun waktu 6 (enam) bulan hampir
sebagian besar importir yang mengajukan keberatan dan dilakukan audit khusus,
hasilnya ditolak. Hd ini tentu menimbulkan citra yang kurang baik bagi pabean
daam penanganan audit khusus. Importir berhargp bahwa dengan diadakannya
audit khusus dapa menjawab keberatan yang diajukan importir.

Sebagian besar hasil audit khusus yang seharusnya dapat memberikan
jawaban, daam ha ini harus dapat menjawab keberatan yang digukan importir
mengenai perbedaan nila pabean, tidak jel as. Ketidakjelasan ddam hd ini adalah
tidak adany akepastian hukum. Kepastian hukum disini selain importir merasakan
adanya transparansi dadam audit khusus sehingga hasilnya dapat memberikan
kepastian tertang nilal pabean yang disengk etakan , jugadasar dilakukannyaaudit
khusus tersebut harus dapat memberikan kepastian hukum bagi importir. Pabean
harus dapat memberikan penjel asan mengapa ada sebag an importir yang diaudit
khusus dan sebag an lagi tidak, gpabilaterjadi sengketanila pabean.

Berdasarkan beberapa uraian maka dalam penulisan skripsi ini penulis
memilih judul : "ANALISIS KEPASTIAN HUKUM DALAM AUDIT KHUSUS
KEPABEANAN "

12 PERM ASALAHAN

Implikasi penergpan self assessment sistem dalam pemenuhan kewgjiban
pepgakan dalan rangka menguji kepatuhan wgib pgak maka dilakukan
pemeriksaan untuk meneliti gpakah yang dilgporkan waib pgak telah sesua
dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Daam ha kepabeanan khususnya
bidang import goabila terdapat sengketa nila pabean yatu perbedaan terhadap
pemberitahuan impor barang yang berujung pada penetapan nila pabean maka
dilakukan audit khusus untuk menjamin kepastian hukum bagi importir. Kepagian
hukum tersebut dalam ha peraturan dan sistem administrasi kepabeanan sehingga
hasilnya dagpat memberikan kepastian tentang nilai pabean yang disengketakan
tersebut.

Dari uraian diatas dapat dirumuskan pokok permasadahan ddam skripsi ini
yangakan diandisis add ah :
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Bagaimanakah kepastian hukum dalam audit khusus kepabeanan bagi

importir?

1.3

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka

adapun tujuan penditian ini adalah : untuk mengetahui  kepastian hukum daam

pelaksanaan audit khusus bagi importir.

1.4

1.

15

SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Sonifikansi Akademis

Hasil Penditian ini diharapkan dapat memperkay a khasanah dan literatur
kellmuan dalan kgian tentang administrasi perpgakan khususnya di
bidang audit khusus kepabeanan.

Sonifikasi Praktis

Hasil penditian ini dihar apkan diperoleh informasi yang bermanfaat bag
petugas bea dan cuka serta wgib pgak tentang arti pentingny a kepagtian
hukum dalam audit dibidang kepabeanan .

SISTEMAT IKA PENULISAN

BAB 1: PENDAHULUAN

Di dalam bab pendahuluan ini berisi latar belakang masd ah, permasd ahan
yang akan dibahas pada penditian ini beserta pertanyaan penditiannya,
tujuan dan signifikansi penditian yang ditinjau dari sisi akademis dan
praktis dan sistematika penulisan yang menjelaskan susunan bab per bab
padapenditian ini.

BAB 2: KERANGKA TEORI & METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjabarkan teori-teori perpgakan yang berkaitan dengan
judul penditian, yang dikgi lebih ddam dari berbaga literatur sehingga
depa memberikan gambaran mengenai kerangka teori yang akan
digunakan dalam pend itian ini.

BAB 3:IMPOR DAN AUDIT KHUSUSKEPABEANAN
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Ddam bab ini berisi mengena gambaran umum penditian tentang
penjabaran prosedur impor dan peaksanaan audit khusus kepabeanan di
kantor Direktorat Beadan Cukai.

BAB 4: ANALISSKEPASTIAN HUKUM DALAM AUDIT KHUSUS
KEPABEANAN

Daam bab ini berisi tentang hasi| pendlitian, dan anaisis data.

BAB 5: SMPULAN DAN REKOM ENDAS

Bab terakhir dari penulisan ini yang berupa simpulan dari bab-bab
sebelumnya serta saran yang diberikan penulis sebagal hargpan untuk

menciptakan keadaan yang | ebih baik.
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